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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan
Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini
menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan
berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan
pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96
Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan
gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat
dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang
berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi
pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai salah satu penyedia
layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka
perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian
pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka
telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang
didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif

dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas
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data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan
masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus
melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera
dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan
tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat

terpenuhi.

Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah

diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan
dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih
inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang diberikan.

5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada
unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing
unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui  kinerja penyelenggara pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya
tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan
Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh
terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan
POM,;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara
pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam
upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit
pelayanan;

Diketahuinya indikator  keberhasilan = Reformasi  Birokrasi
Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan
POM.
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BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM

Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Gorontalo dilakukan kepada seluruh pengguna layanan yang

telah mendapatkan layanan di BBPOM Gorontalo oleh Petugas layanan.

Metode Pengumpulan Data
Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual atau melalui link

https://tinyurl.com/YanblikBPOMGorontalo  yang  disebarkan  kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 14 (empatbelas) pertanyaan yang

mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan.

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan
kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis
pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
4
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merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah
kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,
keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan kepada seluruh
pengguna layanan yang telah mendapatkan layanan di BBPOM Gorontalo
secara manual maupun menggunakan link

https://tinyurl.com/YanblikBPOMGorontalo pada waktu jam layanan

maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri

oleh responden sebagai penerima layanan.

Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik kepada seluruh pengguna layanan
yang menerima layanan dan pelaksanaan hasil survei kepuasan masyarakat

di olah setiap bulannya.

Penentuan Jumlah Responden
Jumlah responden yang memberikan penilaian sesuai dengan jumlah

pelanggan yang mendapatkan layanan di BBPOM Gorontalo.
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BAB Il
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima

layanan yang diperoleh yaitu 9 orang responden, dengan rincian sebagai

berikut :

N | Karakteristik Indikator Jumlah | Presentasi

o

1. | Jenis Kelamin | Laki — laki 3 orang 33.33%
Perempuan 6 orang 66.67%

2. | Pendidikan < SMA/Sederajat 2 orang 22.22%
D1/ D2/ D3 - -
D4/ $1 5 orang 55.56%
S2/ Profesi/ S3 2 Orang 22.22%

3. | Pekerjaan PNS/TNI/POLRI 4 orang 44.44%
Pegawai Swasta - -
Wiraswasta - -
Pelajar/ Mahasiswa - -
Peneliti/ Dosen 1 orang 1.11%
Lainnya 4 orang 44.44%

4. | Usia < 25 tahun 4 orang 44.44%
26 — 30 tahun 1 orang 1.11%
31— 35 tahun 3 orang 33.33%
36 — 40 tahun - -
> 41 tahun 1 orang 1.11%
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Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Layanan
Berdasarkan pengolahan data SKM aplikasi SAPA APIP diperoleh

hasil sebagai berikut :

1.

Nilai SKM per Unsur Layanan

Unsur Layanan| U1 U2 u3 U4 U5 uUé U7 us U9

Nilai per unsur
Nilai IKM 99.04

2. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

Februari Maret Naik/
Unsur Pelayanan 2025 2025

U1 | Persyaratan

U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

U3 | Waktu Penyelesaian

U4 | Biaya/Tarif

U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

U6 | Kompetensi Pelaksana

U7 | Perilaku Pelaksana

U8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan

U9 | Sarana dan Prasarana

Nilai SKM Unit Layanan

Keterangan:
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 — 100,00)
Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 — 76,60)
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 — 64,99)

Perbandingan Nilai SKM Januari - Maret 2025
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101 ~
100 ~

99 -

98 W Januari
97 M Februari
 Maret
96 —

95

94 -
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B.

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil SKM bulan Maret 2025, telah dilakukan analisis penyebab
permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan
kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun
rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM

dituangkan dalam tabel berikut:

Unsur Layanan

No dengan nilai Penyebab Rencana tindak lanjut
terendah
1. | Persyaratan Persyaratan pelayanan | Akan dilakukan kembali

belum  diketahui  oleh | publikasi persyaratan
seluruh pengguna layanan | pelayanan

2. | Sistem, Mekanisme, | Sistem, Mekanisme, dan | Akan dilakukan kembali

dan Prosedur Prosedur pelayanan | publikasi Sistem,
belum diketahui  oleh | Mekanisme, dan
seluruh pengguna layanan | Prosedur
3. | Waktu Penyelesaian | Waktu penyelesaian | Akan dilakukan kembali
layanan dianggap belum | publikasi waktu
memuaskan oleh | penyelesaian layanan
pelanggan

TINDAK LANJUT SKM FEBRUARI 2025

Unsur Layanan Rencana Tindak

Penyebab Tindak Lanjut Status

terendah/ Masukan Lanjut
Waktu Penyelesaian | Waktu penyelesaian | Menyampaikan Dilakukan Closed
dianggap masih | waktu penyelesaian | publikasi
lama layanan kepada | kembali terkait
pelanggan waktu

penyelesaian
layanan melalui
media sosial

Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala
atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima
pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan
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masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan
kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren)
layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada
masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik dapat

dilihat melalui grafik berikut :

NILAI SKM BPOM DI GORONTALO
JANUARI - MARET 2025

100.2

100 — 1100

99.95
99.8

99.6 -
99.4 -
99.2 4
99 _ 99.05
98.8

98.6 —

98.4 : : )
Januari Februari Maret

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada bulan Maret dibandingkan
bulan sebelumnya. Walaupun mengalami penurunan tetapi indeks kepuasan
masyarakat telah mencapai target yang telah ditetapkan dan dilakukan

rencana tindak lanjut terhadap unsur yang mengalami penurunan nilai.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evalusai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Bulan Maret 2025, dapat disimpulkan:

1.

Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Gorontalo, secara
umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM
99.05. Nilai SKM Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan penurunan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari bulan sebelumnya.

Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas
perbaikan vyaitu persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; waktu
penyelesaian.

Sedangkan unsur layanan lainnya memperoleh nilai antara ....

Gorontalo, 09 April 2025
Pembuat Laporan Mengetahui,
Plt. Kepala BBPOM di Gorontalo,

Triana Wati Widaningsih. Stepanus Simon Sesa, SH.
NIP. 198210302005012002 NIP. 197109131997031001
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INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT

(\#!\?‘.'."ﬁ:ﬁ

Instagram :
https:

PUBLIKASI NILAI SKM MARET DI MEDIA SOSIAL

.. bpom.gorontalo &

bpom.gorontalo & --INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT MARET
2025--

Wololo habari #SahabatBPOM Gorontalo...

Sebagai badan publik, BBPOM di Gorontalo akan terus berusaha
memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan,
secara berkala BBPOM di Gorontalo melakukan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Meteri PAN-RB Nomor 14
tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

W

View insights

oQvy

Be the first to like this
11 minutes ago

MARET 2025

waww.gorontalo.p d

@ Add a comment...

www.instagram.com/p/DINprJ4pNCY/?

utm source=ig web copy link&igsh=MzRIODBiINWFIZA==

Facebook :

https://www.facebook.com/share/16B42czmYj/

X.

https://x.com/bpom gto/status/19098384316117652117

t=JAJFEVmrA hQjvtO6 Cqrw&s=19

J

BADAN POM

TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT SKM FEBRUARI 2025
Tanggal 9 April 2025
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BADAN POM

TINDAK LANJUT
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

FEBRUARI 2025

Waktu Penyelesaian

Jenis Pelayanan

Sertifikasi pemenuhan
CPOTB bertahap

Sertifikasi pemenuhan CPKB
golongan A dan B

Rekomendasi sebagai pemohon
notifikasi kosmetika

@ Izin penerapan CPPOB

@ Pengujian obat dan makanan
‘ 1!

Nkies

|
|
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Waktu Penyelesaian

Pengaduan masyarakat dan
informasi obat dan makanan
JANGKA WAKTU

Melalui: Telepon, Short Messaging Services (SMS), email/
Website, Tatap Muka, Media Sosial, Whatsapp

Jangka Waktu Penyelesaian

« Verifikasi data pelaku usaha oleh Badan POM :
3 Hari Kerja

« Verifikasi dokumen persyaratan/CAPA : 55
Hari Kerja (Clock On/Off)

* Pemeriksaan Sarana: 7 Hari Kerja

* Perbaikan CAPA : 5 Hari kerja

* Penerbitan Rekomendasi: 5 hari kerja (setelah
selesai perbaikan CAPA)

Melalui surat, faksimili, SP4N LAPOR, Aplikasi Halo BPOM

Tindak lanjut Layanan Pengaduan:
Bersifat Normatif

Tidak memerlukan pemeriksaan lapangan
Memerlukan pemeriksaan lapangan

* Pemeriksaan Sarana: 7 Hari Kerja

* Perbaikan CAPA : 5 Hari kerja

* Penerbitan Rekomendasi : 5 hari kerja (setelah
selesai perbaikan CAPA)

* Verifikasi data pelaku usaha oleh Badan POM: 3
Hari Kerja

 Verifikasi dokumen persyaratan/CAPA : 55 Hari
Kerja (Clock On/Off)

Keterangan:

Waktu penyelesaian pengujian dapat disesuaikan
berdasarkan kesepakatan yang terdokumentasi antara
pelanggan dengan pihak laboratorium BPOM di Gorontalo
NAPZA : 3 hari kerja

Pangan : 5 hari kerja

Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen

Kesehatan : 6 hari kerja

Mikrobiologi : 12 hari kerja
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LAMPIRAN

1. Data SKM Maret 2025

Nama

No instansi/perusahaa | ) | 5o | P o0l ps | P 1 b7 pg | P | p1o | P11 | P12 | P13 | P14 | Saran
n tempat 3 6 9

bekerja/beraktivitas

Tgl Nama Usia | No.HP

2025-
03-07
11 10:37:29

2025-
03-07
2 | 10:41:18

2025-
03-11
3| 13:56:17

2025-
03-14
4 | 10:00:05

2025-
03-14
51 10:01:52

2025-
03-14
6 | 10:03:20

2025-
03-19
7 | 10:42:17
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2025-
03-26
10:56:32

2025-
03-26
10:58:33
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